
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1380, 2020 KEMENKO-EKON. Tim Terpadu. Tim Pelaksana. 

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Tata 
Kerja. 

 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA KERJA TIM TERPADU PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DAN 

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 

Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih 

Fungsi Lahan Sawah, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Terpadu 

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah tentang Tata Kerja 

Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim 

Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang 

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163); 
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4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  

Nomor 64); 

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

PEREKONOMIAN TENTANG TATA KERJA TIM TERPADU 

PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DAN TIM 

PELAKSANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH. 

 

Pasal 1 

Tata Kerja Tim Terpadu dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih 

Fungsi Lahan Sawah tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

Pasal 2 

Tata Kerja Tim Terpadu dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih 

Fungsi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

sebagai acuan dalam: 

a. verifikasi dan klarifikasi Peta Lahan Sawah yang 

Dilindungi; 

b. sinkronisasi hasil verifikasi dan klarifikasi Peta Lahan 

Sawah yang Dilindungi sebagai bahan kebijakan 

terhadap penyusunan Peta Lahan Sawah yang 

Dilindungi; 

c. pengusulan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi oleh 

rapat Tim Terpadu; 

d. penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan 

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah. 
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Pasal 3 

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 11 November 2020 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

AIRLANGGA HARTARTO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 25 November 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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